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bertentangan dengan tujuan kepastian hukum itu sendiri yaitu untuk 

melindungi hak individu dari kesewenang-wenangan penguasa 

(pemerintah) sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum 

a. Pengertian Akibat Hukum 

Secara harfiah, “akibat” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir, 

timbul, lahir, atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), 

sehingga pengertian akibat hukum adalah sesuatu yang timbul 

karena peristiwa hukum.231 Secara teoritis, menurut Achmad Ali 

akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.232 

Adapun menurut suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk 

memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.233 

Secara singkat, akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum 

yang mendahuluinya. Oleh karena itu, untuk lebih memahami 

pengertian akibat hukum maka kita harus mengetahui apa yang 

dimaksud dengan :  

 

                                                           
231 https://kbbi.web.id/akibat (diakses pada tanggal 31 Januari 2021) 
232 Achmad Ali, Op.Cit, hlm. 192. 
233 R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296. 
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a) Peristiwa Hukum   

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan 

sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat 

diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat 

berlaku atau  kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan 

hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum 

tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa 

hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai 

akibat hukum.234 

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu 

peristiwa yang didasarkan hukum meninmbulkan atau 

menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah 

dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit 

adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh 

hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat 

yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga 

ketentuan ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. 

Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa apabila dalam 

masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai 

                                                           
234 Ibid, hlm. 191. 
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dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu 

pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.235 

b) Perbuatan Hukum 

 Terdapat definisi Perbuatan hukum menurut ahli, antara lai :  

a) Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap 

perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang 

akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut 

dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan 

hukum.236 

b) Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian 

perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya 

diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang 

melakukan perbuatan.237 

c) Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah 

setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena 

akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang 

melakukan perbuatan itu.238 

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para 

ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa  pengertian perbuatan hukum 

                                                           
235 Ibid, hlm. 292. 
236 Yunasril Ali, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
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adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang 

atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu 

akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan 

itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah 

satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan 

perbuatan hukum. 

Adapun akibat hukum tersebut dapat berwujud : 

a) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.  

b) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum 

antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan 

kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan 

kewajiban pihak yang lain.  

c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan 

hukum.239 

 

 

B. Analisis Akibat Hukum Pada Putusan Praperadilan Jika 

Tidak Sejalan Dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 dan 

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 

Berdasar pada tinjauan pustaka di atas, maka penulis akan 

menganalisis permasalahan ke dua yaitu akibat hukum pada 

                                                           
239 Soeroso, Op.Cit, hlm. 295. 
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putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan MK No. 

069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Untuk 

menjawab permasalahan tersebut maka terlebih dahulu penulis 

akan menguraikan sifat kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  

 

1) Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi 

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar” 

Sesuai ketentuan tersebut, putusan pengujian undang-undang oleh 

Mahkamah Konstitusi adalah final. Lebih lengkapnya dapat dilihat 

dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 

Tahun 2011 yang berbunyi bahwa : 

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan 

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap 

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh 

untuk membatalkan putusan tersebut. Sifat final dalam Putusan 
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Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula 

kekuatan hukum mengikat (final and binding).”  

 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-

undang kebanyakan bersifat declatoir constitutief. Artinya, putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu 

keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai 

negative legislator sebagai contoh Putusan MK No. 21/PUU-

XII/2014 yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. 

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, 

antara lain : 240 

a) Kekuatan Mengikat  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkar konstitusi 

dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 

Itu berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada 

upaya hukum yang  dapat ditempuh.241 Putusan sebagai perbuatan 

hukum pejabat negara menyebabkan para pihak-pihak dalam 

perkara tersbut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah 

menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah 

keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan 

                                                           
240 Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm 214  
241 Ibid. 
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keadaan hukum baru. Pihak-pihak terkait pada putusan tersebut 

juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi 

perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut 

dan melaksanakannya.242 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah 

Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam 

pengujian undang-undang. Selanjutnya, dinyatakan pula dalam 

Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahakamah 

Konstitusi memperoleh kekuatanan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak 

putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, 

putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding sehingga 

tidak tersedia upaya hukum untuk meninjau dan/atau memperbaiki 

putusan tersebut. 

Berbeda dengan putusan peradilan biasa, putusan 

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat “erga omnes”, 

artinya mengikat bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang 

bersengketa (pemohon dan termohon) sebagaimana telah penulis 

jelaskan sebelumnya.  

b) Kekuatan Pembuktian  

                                                           
242 Ibid. 
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Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa 

materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang 

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. 

Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji 

salah satu udang-undang merupakan alat bukti yang dapat 

digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (gezag van 

gewijsde).243 Kekuatan pasti atau gezag van gewijsde tersebut bisa 

bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara 

negatif berarti bahwa Hakim tidak boleh lagi memutus perkara 

permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana 

disebut dalam Pasal 60 UU MK.244 

Perkara yang dalam putusannya bersifat erga omnes, maka 

permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama tidak 

dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang telah berkekuatan pasti secara positif berarti bahwa 

apa yang diputus oleh Hakim itu dianggap telah benar sehingga 

pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.  

c) Kekuatan Eksekutorial  

Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan 

yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian 

direalisir melalui eksekusi oleh alat negara. Oleh karena itu, 

                                                           
243 Ibid, hlm. 215. 
244 Ibid. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya mengikat, tetapi 

juga harus dapat dilaksanakan.245 

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah 

Konstitusi, kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi 

dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat 

dalam berita negara dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak 

putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 

Artinya, sejak dimuat dalam berita negara, maka sejak itu pula 

Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.  

Perkara pengujian undang-undang secara teknis yuridis di 

dalamnya bersifat declaratoir dan constitutief karena menyatakan 

apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu 

bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun pada saat yang 

bersamaan putusan tersebut meniadakan keadaan hukum 

berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan 

hukum baru.246 Akibat hukum yang timbul dari satu putusan Hakim 

jika menyangkut pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 58 

UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa :  

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap 

berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-

                                                           
245 Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada 
Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 162 
246 Ibid. 
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undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

 Setiap amar putusan tentunya dapat menimbulkan akibat 

hukum bagi para pihak. Jika permohonan pengujian undang-undang 

dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tindak lanjut sebagai 

konsekuensinya, peraturan berupa undang-undang itu akan diubah 

sebagian ataupun keseluruhannya, oleh pihak pembuat undang-

undang. Jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian 

undang-undang, siapapun tidak boleh mengajukan permohonan 

pengujian undang-undang, baik segi pembuatannya maupun segi 

materi muatannya (substansi materinya) dari undang-undang yang 

sama, yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi 

tersebut.247 

2) Akibat Hukum Pada Putusan Praperadilan Bertentangan 

Dengan Putusan MK 

 Menurut Bagir Manan, maksud putusan bersifat erga omnes 

yaitu putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara 

yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang 

akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan 

tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau 

peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi 

                                                           
247 Ibid, hlm. 164-165. 
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batal dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan erga omnes dapat 

dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (legislative 

function), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi 

peristiwa yang akan datang (abstract) dan ini mengandung unsur 

pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang 

bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi 

peradilan.248 

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-

undangan (negative legislator), sifat putusan Mahkamah Konstitusi 

yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara 

ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Sejalan dengan itu, 

Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak 

konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. 

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya merupakan salah institusi atau organ negara yang juga 

terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili 

suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses 

pemeriksaan dan putusannya pada undang-undang tertentu. Dalam 

konteks itu, jika undang-undang yang dijadikan pedoman 

                                                           
248 Machfud Aziz, 2010, Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem 
Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 132-133 
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memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 

maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya. 

Bukan hanya perubahan bunyi pasalnya tetapi termasuk semua 

pertimbangan mahkamah dalam memutus pengujian pasal tersebut 

yang menjadi bagian inheren dari putusan tersebut haruslah 

menjadi pedoman siapapun dan lembaga apapun. Oleh karena itu, 

menurut penulis akibat hukum pada putusan praperadilan yang 

tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi 

seperti yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu Putusan 

Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw yang tidak sejalan 

dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 

21/PUU-XII/2014 maka putusan praperadilan tersebut sejatinya 

cacat menurut hukum begitupun segala proses hukum setelahnya 

sehingga dapat dimohonkan peninjauan kembali di Mahkamah 

Agung. 

Menurut J. G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Sri 

Soemantri bahwa pada umumnya konstitusi berisi 3 (tiga) hal 

pokok, yaitu :249 

a) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga 

negaranya; 

 

                                                           
249 Sri soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, 
Bandung, hlm. 51. 
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b) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang 

bersifat fundamental; dan 

 

c) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan 

yang juga bersifat fundamental. 

Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai pengawal konstitusi 

(guardian of the constitutions) berwenang menafsir konstitusi 

dengan maksud agar segala peraturan perundang-undangan dan 

putusan peradilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

konstitusi, yang salah satunya adalah penjaminan terhadap hak 

asasi manusia. Maka jelaslah terhadap Putusan Praperadilan 

No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw yang tidak sejalan dengan Putusan 

MK No. 069/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 

telah menyebabkan tercederainya hak Tasrim sebagai pemohon 

praperadilan. 

Adapun menurut K. C Wheare, interpretasi Hakim Mahkamah 

Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara 

informal. Artinya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas 

pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada alasan bagi 

penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah 

Konstitusi, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan 
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perintah konstitusi.250 Oleh sebab itu, menurut penulis apabila 

putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan 

Mahkamah Mahkamah Konstitusi maka akibat yang paling 

fundamental ialah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi 

dan prinsip negara hukum sehingga ketika konstitusi tidak lagi 

menjadi patron atau arah dalam kehidupan berbangsa dan 

berbegara maka terjadi ketidaksesuaian penegakan hukum dengan 

sistem/tatanan hukum yang berlaku di Indonesia atau oleh Bagir 

Manan disebut deviasi (kehancuran) dalam masyarakat. 

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen 

untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (enforcement), tetapi 

menurut Safrina Fauziyah bahwa implementasi putusan Mahkamah 

Konstitusi akan ditegakkan oleh mekanisme hukum itu sendiri. Jika 

masih ada pihak-pihak yang masih menggunakan ketentuan hukum 

yang lama, yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku 

lagi maka tuntutan ganti rugi dalam proses hukum pidana, perdata 

atau tata usaha negara boleh digerakkan. Dalam hal demikian juga 

dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi baru 

menyelesaikan tataran nilai yang baru pada tingkat penyelarasan 

nilai yang termuat dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan 

hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi dari perundang-

                                                           
250 Safrina Fauziyah R dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), 2013, Masa Depan 
Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak 
Konstitusional Warga, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 430. 
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undangan dibawahnya.251 Maka menurut penulis sama halnya, jika 

dalam proses peradilan, Hakim memutus perkara tidak sejalan 

dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang menjadi 

bagian inheren dari perubahan suatu pasal dalam undang-undang 

yang tidak dapat dipisahkan, sehingga atas putusan tersebut dapat 

dimintai ganti rugi melalui proses hukum pidana, perdata atau tata 

usaha negara.  

Oleh karena itu, singkatnya dapat dikatakan bahwa terdapat 

tiga akibat hukum apabila putusan praperadilan yang tidak sejalan 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu akibat hukum terhadap 

putusan praperadilannya, terhadap seseorang yang dikenai putusan 

praperadilan, dan terhadap sistem hukum Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251 Ibid, hlm. 432. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terjadi perbedaan penerapan norma dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang 

penambahan penetapan tersangka sebagai objek 

praperadilan pada berbagai putusan praperadilan yang 

disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang penerapan 

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (prinsip 

non retroaktif). Secara de jure, terdapat tafsir konstitusional 

Hakim Konstitusi mengenai penerapan prinsip non retroaktif 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-

II/2004 bahwa suatu ketentuan adalah mengandung 

pemberlakuan hukum secara retroaktif (ex post facto law) jika 

ketentuan yang dimaksud mengandung pemidanaan atau 

kriminalisasi dan pemberatan atau inkriminalisasi. Adapun 

materi muatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

21/PUU-XII/2014 ialah berkaitan dengan hukum acara atau 

hukum formil yang tidak memuat ketentuan pemidanaan 
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maupun pemberatan, artinya putusan tersebut tidak 

mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif 

sehingga dapat diberlakukan pada perkara yang penetapan 

tersangkanya dilakukan sebelum diucapkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Oleh karena 

itu, putusan yang menolak permohonan praperadilan dengan 

objek penetapan tersangka atas dasar prinsip non retroaktif 

adalah pertimbangan yang sangat keliru karena tidak sejalan 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-

II/2004 dan ratio legis penambahan penetapan tersangka 

sebagai objek praperadilan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu untuk melindungi 

hak seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik 

yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang 

ditetapkan sebagai tersangka. 

 

2. Bahwa terdapat tiga akibat hukum apabila putusan 

praperadilan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi yaitu akibat hukum terhadap putusan 

praperadilannya, terhadap seseorang yang dikenai putusan 

praperadilan, dan terhadap sistem hukum Indonesia. 

Pertama, putusan praperadilan tersebut menjadi cacat formil 

dan materiil begitupun segala proses hukum setelahnya 
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sehingga dapat dimohonkan peninjauan kembali di 

Mahkamah Agung dan permintaan ganti kerugian. Kedua, 

menyebabkan tercederainya hak sipil pemohon yang dijamin 

oleh konstitusi. Ketiga, terjadi ketidaksesuaian penegakan 

hukum dengan sistem/tatanan hukum yang berlaku di 

Indonesia sebagai akibat dari pembangkangan terhadap 

konstitusi dan prinsip negara hukum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan saran sebagai agar Pimpinan Mahkamah Agung 

dapat melakukan upaya dengan membuat Peraturan Mahkamah 

Agung untuk mengatur dan mengikat para Hakim terkait tafsir 

penerapan prinsip non retroaktif yang tepat dan benar yaitu 

sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi 

terhadap Pasal 28I ayat (1) di dalam pasal-pasal KUHP dan 

KUHAP bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut atau prinsip non retroaktif dalam asas legalitas 

hanya berlaku pada hukum materill (hal-hal yang diatur dalam 

KUHP) dan tidak berlaku pada hukum acara atau formil (hal-hal 

yang diatur dalam KUHAP) sehingga dapat mengatasi 

perbedaan tafsir mengenai penerapan prinsip non retroaktif 
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dalam berbagai putusan Hakim khususnya putusan praperadilan  

demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. 
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